PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 141/Kep.815A-DPMD/2020
TENTANG

PENETAPAN BESARAN DAN PENGGUNAAN

DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA

Menimbang

Mengingat

DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020

BUPATI MAJALENGKA,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan
Pasal 9 Peraturan Bupati Majalengka Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Untuk Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 19 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Majalengka Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Bagai
Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa,
maka perlu menetapkan Besaran dan Penggunaan Dana
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Desa di
Kabupaten Majalengka Tahun 2020 dengan Keputusan
Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 ) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008
tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan
Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4999);
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Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

11.

12.

13.

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2
Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 2)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 6);

Peraturan Bupati Majalengka Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pedoman Bagi Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Untuk Desa (Berita Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Majalengka Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 4 Tahun
2019 tentang Pedoman Bagai Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Untuk Desa (Berita daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 19);

Peraturan Bupati Majalengka Nomor 47 Tahun 2019
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
2019 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Besaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
untuk Desa di Kabupaten Majalengka Tahun 2020
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Desa
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
dipergunakan untuk :

1.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diperuntukan
bagi Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan
Perangkat Desa dengan memperhatikan Jumlah Dana
Bagi Hasil serta komposisi APBDesa.

Pembinaan Kemasyarakatan Desa, diperuntukan
bagi :

a. Insentif Guru Ngaji;

b. Insentif Guru Madrasah; dan

c. Insentif Imam Mesjid.

Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
diperuntukan bagi pembiayaan kegiatan pembinaan
majelis ta’lim, peningkatan dan pemeliharaan sarana
prasarana ibadah serta kegiatan keagamaan lainya.
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KETIGA

4. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Percepatan
Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah, di
peruntukan bagi pelunasan pembayaran Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tanah kas
desa, serta operasional pemungutan pajak daerah dan
retribusi daerah.

Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Untuk Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Bagi Desa dengan besaran DBH dibawah
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) digunakan
paling banyak sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari
Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
untuk tambahan penghasilan dan insentif Imam
Mesjid, Guru Ngaji dan Guru Madrasah, dan paling
sedikit sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Dana Bagi
Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk
peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana
keagamaan serta kegiatan keagamaan lainnya,
pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan tanah kas Desa dan
operasional pemungutan pajak daerah dan retribusi
daerah.

b. Bagi Desa dengan besaran DBH Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) sampai dengan dibawah
Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah} digunakan
paling banyak sebesar 60% (enam puluh persen) dari
Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
untuk tambahan penghasilan dan insentif Imam
Mesjid, Guru Ngaji dan Guru Madrasah, dan paling
sedikit sebesar 40% (empat puluh persen) dari Dana
Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk
peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana
keagamaan serta kegiatan keagamaan lainnya,
pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan tanah kas Desa dan
operasional pemungutan pajak daerah dan retribusi
daerah.

c. Bagi Desa dengan besaran DBH Rp70.000.000,00
(tuyjuh puluh juta rupiah} keatas digunakan paling
banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana
Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk
tambahan penghasilan dan insentif Imam Mesjid, Guru
Ngaji dan Guru Madrasah, dan paling sedikit sebesar
50% (lima puluh persen) dari Dana Bagi Hasil Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah untuk peningkatan dan
pemeliharaan sarana prasarana keagamaan serta
kegiatan keagamaan lainnya, pelunasan pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
tanah kas Desa dan operasional pemungutan pajak
daerah dan retribusi daerah.
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KEEMPAT

KELIMA

Jumlah besaran anggaran atau nominal untuk tiap-tiap
penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang
disesuaikan dengan anggaran yang diterima oleh tiap Desa
serta sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan
perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal {1 Desember 2020

BUPATI MAJALENGKA,

KARNA SOBAHI



LAMPIRAN

Nomor
Tanggal

Tentang :

: KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

141 /Kep.815A-DPMD /2020
1 Desember 2020

PENETAPAN BESARAN DAN

PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA
DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN
2020.

BESARAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA
DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020

NO KECAMATAN o DESA - PAGUDBH

I |ARGAPURA 1 ARGALINGGA 32.496.300
2  ARGAMUKTI 34.749.900
3 CIBUNUT 31.696.900
4 CIKARACAK 36.013.300
5 GUNUNGWANGI 30.425.400
6 HAURSEAH 33.470.300
7 HEUBEULISUK 31.096.800
8 MEKARWANGI 29.862.100
9 SADASARI 34.479.000
10 SAGARA 30.530.500
11 SUKADANA 34.431.300
12 SUKASARI KALER 34.535.500
13 SUKASARI KIDUL 32.415.900
14 TEJAMULYA 33.268.500

I |BANJARAN 1 BANJARAN 29.749.700
2 CIMEONG 31.492.500
3 DARMALARANG 28.265.700
4 GENTENG 30.038.100
5 GIRIMULYA 33.366.700
6 HEGARMANAH 28.400.500
7 KAGOK 29.986.300
8 KAREO 27.822.800
9 PANYINDANGAN 27.026.200
10 SANGIANG 34.886.800
11 SINDANGPALA 27.580.600
12 SUNIA 34.580.200
13 SUNIA BARU 32.901.600

Il |BANTARUJEG 1 BABAKANSARI 36.124.500
2 BANTARUJEG 34.270.800
3 CIKIDANG 34.335.500
4 CIMANGGUHILIR 44.162.000
5 CINAMBO 30.920.900
6 CIPEUNDEUY 37.685.600
7 GUNUNGLARANG 39.505.900
8 HAURGEULIS 29.991.400
9 SALAWANGI 36.814.200
10 SILIHWANGI 39.474.000
11 SINDANGHURIP 36.939.200
12 SUKAMENAK 37.549.400
13 WADOWETAN 34.877.500

IV |CIGASONG 1 BARIBIS 40.823.400
2 BATUJAYA 33.951.200
3 KARAYUNAN 40.641.400
4 KAWUNGHILIR 26.678.000
5 KUTAMANGGU 33.590.200
6 TAJUR 30.932.600
7 TENJOLAYAR 35.393.000

V |CIKIJING 1 BAGJASARI 38.700.200
2 BANJARANSARI 42.389.400
3 CIDULANG 38.402.900
4 CIKIJING 43.317.300
5 CILANGCANG 29.716.600
6 CIPULUS 32.577.400




NO KECAMATAN - DESA PAGU DBH
7 CISOKA 32.035.900
8 JAGASARI 38.621.400
9 KANCANA 33.635.300
10 KASTURI 41.728.600
11 SINDANG 38.199.800
12 SINDANGPANJI 41.251.700
13 SUKAMUKTI 31.728.300
14 SUKASARI 39.420.300
15 SUNALARI 30.848.900
VIl |CINGAMBUL 1 CIDADAP 34.793.300
2 CIKONDANG 29.570.900
3 CIMANGGUGIRANG 30.737.100
4 CINGAMBUL 33.513.600
5 CINTAASIH 36.874.900
6 CIRANJENG 28.711.300
7 KONDANGMEKAR 32.198.800
8 MANIIS 41.724.200
9 MUKTISARI 32.296.700
10 NAGARAKEMBANG 34.672.400
11 RAWA 48.493.600
12 SEDAREJA 37.020.700
13 WANGKELANG 44.800.600
VII |DAWUAN 1 BALIDA 42.997.800
2 BATURUYUK 33.719.500
3 BOJONGCIDERES 31.754.300
4 DAWUAN 38.081.000
5 GANDU 38.121.700
6 GENTENG 40.665.200
7 KARANGANYAR 29.768.800
8 MANDAPA 35.243.900
9 PASIRMALATI 29.782.000
10 SALAWANA 31.979.300
11 SINARJATI 61.960.500
VI {JATITUJUH 1 BABAJURANG 27.793.900 |
2 BIYAWAK 33.811.800
3 JATIRAGA 30.891.700
4 JATITENGAH 35.543.200
5 JATITUJUH 34.549.800
6 PANGKALANPARI 31.479.800
7 PANONGAN 34.986.600
8 PANYINGKIRAN 32.463.200
9 PASINDANGAN 31.295.800
10 PILANGSARI 37.418.700
11 PUTRIDALEM 32.044.100
12 RANDEGAN KULON 31.657.500
13 RANDEGAN WETAN 33.709.000
14 SUMBER KULON 32.523.300
15 SUMBER WETAN 35.610.600
IX |JATIWANGI 1 ANDIR 43.994.800
2 BURUJUL KULON 51.192.300
3 BURUJUL WETAN 56.342.600
4 CIBENTAR 40.274.300
S CIBORELANG 44.579.500
6 CICADAS 34.881.200
7 JATISURA 39.493.500
8 JATIWANGI 40.501.700
9 LEUWEUNGGEDE 36.892.300
10 LOJI 34.539.500
11 MEKARSARI 33.888.500
12 PINANGRAJA 37.731.500
13 SUKARAJA KULON 37.506.500
14 SUKARAJA WETAN 46.486.300
15 SURAWANGI 36.946.500
16 SUTAWANGI 42.296.000




NO KECAMATAN : ' DESA 'PAGU DBH

X |KADIPATEN 1 BABAKANANYAR 31.074.800
2 CIPAKU 34.106.300

3 HEULEUT 45.338.700

4 KADIPATEN 50.685.400

5 KARANGSAMBUNG 48.127.200

6 LIANGJULANG 64.513.200

7 PAGANDON 40.053.100 |

XI |KASOKANDEL 1 GANDASARI 34.004.000
2 GIRIMUKTI 35.666.600

3 GUNUNGSARI 50.649.700

4 JATIMULYA 40.263.000

5 JATISAWIT 33.280.400

6 KASOKANDEL 52.370.500

7 LEUWIKIDANG 37.126.900

8 RANJI KULON 41.724.800

9 RANJI WETAN 47.547.100

10 WANAJAYA 39.486.000

Xl |KERTAJATI 1 BABAKAN 54.697.800
2 BANTARJATI 30.566.900

3 KERTAJATI 47.602.500

4 KERTASARI 43.794.800

5 KERTAWINANGUN 40.822.000

6 MEKARJAYA 57.147.500

7 MEKARMULYA 36.125.700

8 PAKUBEUREUM 43.240.100

9 PALASAH 50.084.400

10 PASIRIPIS 42.939.300

11 SAHBANDAR 30.089.000

12 SUKAKERTA 32.824.400

13 SUKAMULYA 48.217.100

14 SUKAWANA 33.016.500

XII {LEMAHSUGIH 1 BANGBAYANG 35.508.300
2 BOROGOJOL 38.601.700

3 CIBULAN 32.921.700

4 CIGALEUH 35.592.000 |

5 CIPASUNG 37.018.100 |

6 CISALAK 29.078.500

7 DAYEUHWANGI 33.231.300

8 KALAPADUA 35.327.100

9 KEPUH 39.383.200 |

10 LEMAHPUTIH 40.318.100

11 LEMAHSUGIH 35.942.600

12 MARGAJAYA 37.825.800

13 MEKARMULYA 34.830.500

14 MEKARWANGI 38.851.400

15 PADAREK 39.095.500

16 SADAWANGI 35.066.300

17 SINARGALIH 40.593.500

18 SUKAJADI 33.890.700

19 SUKAMAJU 31.553.800

XIV |LEUWIMUNDING 1 CIPARAY 40.878.800
2 HEULEUT 35.135.000

B 3 KARANGASEM 37.265.200
4 LAME 32.921.700

5 LEUWIKUJANG 38.713.600

6 LEUWIMUNDING 37.416.100

7 MINDI 36.280.500

B 8 MIRAT 37.257.800
9 NANGGERANG 30.995.500

10 PARAKAN 35.768.000

11 PARUNGJAYA 33.193.500

12 PATUANAN 34.903.400

13 RAJAWANGI 36.091.200

14 TANJUNGSARI 32.810.500




NO KECAMATAN DESA PAGU DBH
XV |LIGUNG 1 AMPEL 38.452.000
2 BANTARWARU 34.576.300
3 BEBER 30.790.400
4 BEUSI 35.408.900
5 BUNTU 43.373.000
6 CIBOGOR 34.226.100
7 GANDAWESI 35.222.700
8 KEDUNGKENCANA 35.030.500
9 KEDUNGSARI 30.873.800
10 KERTASARI 31.339.500
11 KODASARI 46.506.900
12 LEUWEUNGHAPIT 31.058.900
13 LEUWILIANG BARU 30.167.000
14 LIGUNG 41.211.600
15 LIGUNG LOR 43.831.500
16 MAJASARI 41.208.700
17 SUKAWERA 33.259.400 |
18 TEGALAREN 32.115.800
19 WANASALAM 31.648.300
XVl [MAJA 1 ANGGRAWATI 34.151.500
2 BANJARAN 28.227.200
3 CENGAL 29.547.800
4 CICALUNG 27.693.400
5 CIEURIH ~ 37.467.400
6 CIHAUR 36.561.600
7 CIPICUNG 31.688.700
B 8 KERTABASUKI 32.069.900
9 MAJA SELATAN 38.312.600
10 MAJA UTARA 39.861.800
11 MALONGPONG 30.717.400
12 NUNUK BARU 41.368.300
13 PAGERAJI 30.543.900
14 PANIIS ~ 37.040.100
15 PASANGGRAHAN 30.065.300
16 SINDANGKERTA 30.193.800
17 TEGALSARI 30.346.200
18 WANAHAYU 36.700.900
XVII [MAJALENGKA 1 CIBODAS 37.908.200
2 KAWUNGGIRANG 27.298.400
3 KULUR 37.353.800
4 SIDAMUKTI 35.067.400
XVIII [MALAUSMA 1 BANYUSARI 46.347.700
2 BUNINAGARA 36.599.400
3 CIMUNCANG 43.847.900
B 4 CIRANCA 42.219.200
5 GIRIMUKTI 38.199.600
6 JAGAMULYA 33.604.000
] 7 KRAMAT JAYA 30.699.600
8 LEBAKWANGI 45.044.700
9 MALAUSMA 47.099.900
10 SUKADANA 46.444.000
11 WERASARI 45.449.500
XIX |PALASAH 1 BUNIWANGI 33.147.500
2 CISAMBENG 39.891.400
3 ENGGALWANGI 33.307.700
4 KARAMAT 33.412.400
5 MAJASUKA 38.999.400
6 PALASAH 32.881.100
7 PASIR 32.893.500
8 SINDANGHAJI 37.282.800
9 SINDANGWASA ] 30.136.900
10 TARIKOLOT 38.299.400
11 TRAJAYA 34.828.400
12 WARINGIN 46.300.900
13 WERAGATI 35.253.800



NO | = KECAMATAN L . PAGU DBH
XX |PANYINGKIRAN 1 BANTRANGSANA 30.727.100
2 BONANG 33.252.200
3 CIJUREY 31.549.300
4 JATIPAMOR 33.588.500
5 JATISERANG 33.982.100
6 KARYAMUKTI 38.047.500
7 LEUWISEENG 36.373.800
8 PANYINGKIRAN 34.756.100
9 PASIRMUNCANG 32.982.000
XXI |RAJAGALUH 1 BABAKANKAREO 28.475.000
2 CIPINANG 33.009.400
3 CISETU 33.664.400
4 KUMBUNG 36.136.700
5 PAJAJAR 31.744.500
6 PAYUNG 39.787.000
7 RAJAGALUH 32.416.000
8 RAJAGALUH KIDUL 36.002.500
9 RAJAGALUH LOR 32.046.800
10 SADOMAS 29.009.500
11 SINDANGPANO 31.620.300
12 SINGAWADA 31.950.200
13 TEJA 35.518.100
XXII [SINDANG 1 BAYUREJA 33.182.200
2 GARAWASTU 33.706.500
3 GUNUNGKUNING 33.786.800
4 INDRAKILA 33.738.900
5 PASIRAYU 30.615.100
6 SANGKANHURIP 34.174.300
7 __SINDANG 38.386.200
XXIII [SINDANGWANGI 1 BALAGEDOG 42.243.300
2 BANTARAGUNG 38.628.700
3 BUAHKAPAS 28.924.800
4 JERUKLEUEUT 33.589.300
5 LENGKONG KULON 31.014.300
6 LENGKONG WETAN 31.617.900
7 _LEUWILAJA 38.003.000
8 PADAHERANG 32.265.300
9 SINDANGWANGI 38.087.500
10 _UJUNGBERUNG 35.334.300
XXIV | SUKAHAJI 1 BABAKAN MANJETI 33.369.800
2 CANDRAJAYA 29.644.900
3 CIKALONG 35.291.000
4 CIKEUSIK 32.188.200
5 CIKONENG 29.568.900
6 CIOMAS 29.515.000
7 JAYI 32.397.100
8 NANGGEWER 30.812.900
9 PADAHANTEN 33.537.600
10 PALABUAN 37.444.800
11 SALAGEDANG 36.695.000
12 SUKAHAJI 34.318.100
13 _TANJUNGSARI 32.381.800
XXV |SUMBERJAYA 1 BANJARAN 56.587.800
2 BONGAS KULON 38.823.600
3 BONGAS WETAN 40.047.700
4 CIDENOK 37.256.100
5 GARAWANGI 39.212.400
6 GELOKMULYA 28.769.200
7 LOJIKOBONG 48.417.400
8 PANCAKSUJI 28.298.300
9 PANINGKIRAN 33.201.000
10 PANJALIN KIDUL 46.220.100
11 PANJALIN LOR 36.893.600
12 PARAPATAN 27.543.600
13 RANCAPUTAT 30.507.600
14 SEPAT 27.402.700
15 SUMBERJAYA 38.283.700




~NO |  KECAMATAN ; . bEsa . PAGUDBH
XXVI |TALAGA 1 ARGASARI 35.236.300
2 CAMPAGA 31.344.100
3 CIBEUREUM 33.122.300
4 CICANIR 29.407.200
5 CIKEUSAL 31.288.300
6 GANEAS 30.247.200
7 GUNUNGMANIK 37.042.200
8 JATIPAMOR 35.714.500
9 KERTARAHAYU 28.130.700
10 LAMPUYANG 33.240.000
11 MARGAMUKTI 31.777.600
12 MEKARHURIP 29.826.900
13 MEKARRAHARJA 33.980.000
14 SALADO 30.728.200
15 SUKAPERNA 32.166.300
16 TALAGA KULON 39.991.300
17 _TALAGA WETAN 36.955.200
JUMLAH 11.868.502.000

BUPATI MAJALENGKA,

A SOBAHI
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